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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah
mengakomodir semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui proses mediasi yang
melibatkan para pihak dalam perkara Anak.

2. Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak dan belum menunjukkan adanya upaya diversi
dalam tahap penanganan perkara Anak.

3. Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri

menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
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Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan diversi dalam proses

pengambilan putusan dalam perkara Anak.

B. Saran
Saran penulis, kepada para penegak hukum dan masyarakat pada
umumnya untuk selalu menerapkan diversi dalam penanganan perkara
Anak, Khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini
merupakan tanggung jawab bersama yang wajib dlakukan bersama untuk

menyelamatkan generasi penerus bangsa Indonesia.
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